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ABSTRAK 

ASTARI (B121 16 016), dengan judul skripsi “KEWENANGAN KEPALA 
DESA DALAM MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU 
DI KABUPATEN LUWU UTARA”  di bawah bimbingan Bapak Naswar 
sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Zulkifli Aspan sebagai 
pembimbing Pendamping. 
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang besifat yuridis 

empiris, yaitu Penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian 

kepustakaan (library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk 

menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (field research). 

Adapun tujuan dari Hasil Penelitian tersebut: (1) Standar Prosedur 

Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Waetuo Kecematan 

Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada umumnya memiliki standar 

prosedur Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). (2) Adapun 

Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penerbitan Surat Keterangan Tidak 

Mampu Di Desa Waetuo Kecematan Malangke Barat Kabupaten Luwu 

Utara ialah merupakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga 

diperlukan untuk menunjang proses pelayanan kepada masyarakat agar 

dapat berjalan dengan lancar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada masa reformasi saat ini, kinerja pemerintah banyak mendapat 

perhatian publik. Dengan kebebasan menyampaikan pendapat 

(keinginan), banyak kritik tajam terhadap kinerja pemerintah baik secara 

langsung (melalui forum formal atau bahkan demonstrasi) maupun tidak 

langsung (melalui artikel di media massa atau surat pembaca)1. perihal 

ini dapat dilihat dari rendahnya produktifitas kerja serta disiplin pegawai 

tersebut, dan masih minimnya fasilitas kerja yang memadai.  

Dilihat dari latar belakang pendidikan dan etika profesi sumber daya 

manusia (kader desa), serta kewenangan yang dimiliki oleh instansi 

terkait, pelayanan yang berkualitas seringkali sulit dicapai. Masyarakat 

yang semakin kritis terhadap persyaratan kualitas pelayanan 

menunjukkan bahwa kita memiliki ciri-ciri masyarakat yang mandiri, 

terbuka dan demokratis saat ini2. 

Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam alinea keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, tugas negara kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

                                                           
1 Siwu, Astrid (2010). Skripsi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Hal.3 
2 Ibid., 
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dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian dan keamanan, 

dan keabadian, serta keadilan sosial3. untuk bisa melaksanakan tugas 

umum tersebut dengan baik, sehingga aparatur negara perlu dibekali 

keahlian untuk melayani masyarakat. 

Pelayanan publik yang dikelola oleh pusat, daerah, dan badan usaha 

milik negara ataupun perusahaan daerah melalui penyelenggaraan 

pemerintahan menggunakan konsep melayani masyarakat, meliputi 

pelayanan administrasi, perizinan, dan pelayanan4.Umumnya 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan 

(services) untuk kebutuhan seseorang dan masyarakat yang 

berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan peraturan dasar dan 

prosedur yang telah ditetapkan5. Dalam hal ini diuraikan bahwa segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan, hendaknya wajib 

dilaksanakan dengan baik jadi masyarakat yang menerima pelayanan 

itu merasa puas atas pelayanan yang diberikan. kepuasan pelanggan 

ataupun konsumen menjadi tolak ukur utama pelayanan publik, kuaIitas 

peIayanan baik dibidang bisnis, manajemen ataupun birokrasi6. 

Berdasarkan atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelayanan 

publik, maka kedepan pelayanan publik harus diarahkan dan sekaIigus 

menjadi instrumen untuk mewujudkan tata keIoIa pemerintahan yang 

                                                           
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4Rahmayanty, N. (2013). Manajemen Pelayanan Prima. yogyakarta: PT Graha Ilmu. 
5 Asril Liadi, (2014) Analisis Pelayanan Publik Di Kantor Camat Batang Peranap Kabupaten 
Indragiri Hulu. Universitas Islam Negeri Riau Hal.3 

6 Nina Rahmayanty, Manajemen Pelayanan.....,Hal. 28 
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baik (good governance)7. seIaku titik toIak, sebagaian esensi daIam 

penyeIenggaraan peIayanan pubIik yang perIu disadari adaIah kaIau 

masaIah peIayanan pubIik bersumber pada :  

1) “terdapatnya kewajiban pada pihak aparatur Negara untuk 

menjalankan fungsi dan bersumber pada prinsip-prinsip tata 

pemerintahan yang baik;  

2) terdapatnya pengakuan terhadap hak asasi setiap warga Negara 

atas pemerintahan, sikap administratif, serta kualitas hasil 

pelayanan yang mampu;  

3)  terdapatnya keanekaragaman jenis dan bidang pelayanan publik 

sebagai akibat dari adanya keragaman urusan dan kepentingan 

masyarakat yang harus dipenuhi melalui penyelenggaraan 

pelayanan publik”8. Perihal ini berarti bahwa pelayanan publik oleh 

pemerintah semakin hari terus bertambah dan harus lebih 

ditingkatkan kualitasnya.  

  

                                                           
7 Asril Liadi, (2014) Analisis Pelayanan Publik Di Kantor Camat….., Hal.8 

8 Sirajuddin, D. (2012). Hukum Pelayanan Publik. Malang: Sastra Pres. Hal.7 
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Dari tuntutan ini mewajibkan pemerintah menyediakan aparat yang 

memiliki dedikasi serta disiplin tinggi, dan loyalitas pengabdian yang penuh 

pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan berorientasi pada 

pelayanan masyarakat abdi Negara dan abdi masyarakat9.  

“Adapun tugas dan fungsi kepala desa menurut undang-
undang desa nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 (ayat 1 butir h) yang 
berbunyi “membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa”10. 

Untuk mencapai perekonomian skala produktif dapat ditinjau 
dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan 
Fakir miskin dan  dapat dilihat dari Pasal 1 Dalam Undang-Undang 
ini yang diartikan dengan: “(1) Fakir miskin merupakan orang yang 
sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian 
dan/ataupun mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak 
bagi kehidupan dirinya dan/ataupun keluarganya. (2) Penanganan 
fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan 
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan 
pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi 
kebutuhan dasar setiap warga negara. (3) Kebutuhan dasar 
merupakan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, 
pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial”11. 

Berdasarkan uraian tersebut maka pihak pemerintah daerah 

menerbitkan surat keterangan tidak mampu untuk menolong masyarakat 

yang tergolong sebagai fakir miskin. Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) umumnya merupakan surat yang dikeluarkan pemerintah desa 

ataupun kelurahan. SKTM ini diperlukan untuk berbagai kepentingan bagi 

keluarga tidak mampu, misalnya dalam hal pendidikan bagi siswa yang 

                                                           
9 Siwu, Astrid (2010). Skripsi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan……, Hal.5 
10 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa 
11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir miskin 
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tergolong keluarga miskin atau rentang miskin namun dalam kondisi 

akademik baik artinya dianggap berpotensi menyelesaikan studi di 

perguruan tinggi oleh panitia penerima mahsiswa baru. 

"Sebagaimana diatur pada Peraturan Mentri Pendidikan Dan 
Kebudayaan Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Tentang 
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah 
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 
Sekolah Menengak Kejuruan, Atau Bentuk lain Yang Sederajat. 
Dijelaskan Pada Pasal 19 yang berbunyi: 

1) “SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib 
menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta 
didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak 
mampuyang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi 
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan 
peserta didik yang diterima. 

2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak 
mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan 
dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti 
lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah 
daerah. 

3) Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang 
tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan 
sanksi pengeluaran dari sekolah12”. 

Penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu seperti pada 

faktanya masyarakat yang terkategori sanggup secara ekonomi bisa 

mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk tujuan tertentu 

sehingga Surat Keterangan Tidak Mampu hanya untuk masyarakat yang 

dianggap tidak mampu atau tergolong miskin. Definisi Kemiskinan menjadi 

banyak perkara di Negara Indonesia misalnya, pemerintah selalu berupaya 

melakukan berbagai langkah untuk meminimalisasi angka kemiskinan ini. 

                                                           
12 Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. 
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Salah satunya, dengan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk 

mereka yang tergolong miskin. Dengan adanya surat ini, ada keringanan 

yang didapatkan, misalnya keringanan biaya pendidikan13.Berdasarkan 

hasil observasi awal peneliti menemukan beberapa fakta yang terjadi di 

Desa Waetuo terkait penerbitan SKTM yang kurang sesuai dengan 

Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang 

Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. 

Dalam beberapa arsip yang menjadi dokumentasi dari desa yang di 

observasi peneliti menemukan bahwa penerbitan SKTM sebagian besar 

untuk keperluan mahasiswa yang akan mengurus beasiswa kurang mampu 

yang disediakan oleh pihak kampus. Sementara berdasarkan laporan data 

sosial ekonomi badan pusat statistik (BPS), ditemukan sebagian 

masyarakat/mahasiswa yang mengurus SKTM rata-rata berada pada 

golongan pendapatan sedang hingga pendapatan tinggi14. 

Dari Hasil observasi ini yang menjadi acuan peneliti untuk lebih 

mengetahui Kewenangan Kepala Desa Waetuo Dalam Memberikan Surat 

Keterangan Tidak Mampu Di Kabupaten Luwu Utara. 

  

                                                           
13 Entertaiment Dari Kasus.co.id, Dasar-Dasar Surat Keterangan Tidak Mampu Hal.4 

14 Arsip  Badan Pusat Statistik (BPS) Desa Waetuo Tahun 2019 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana standar prosedur pelaksanaan penerbitan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Desa Waetuo, Kecamatan 

Malangke Barat? 

2. Apa saja Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penerbitan Surat 

Keterangan Tidak Mampu Di Desa Waetuo Kecematan Malangke 

Barat Kabupaten Luwu Utara? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui standar prosedur pelaksanaan penerbitan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Desa Waetuo, Kecamatan 

Malangke Barat. 

2. Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penerbitan 

Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Waetuo Kecematan 

Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian diharapkan 

sanggup memberikan informasi serta pengetahuan kepada: 

1. Manfaat akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

pemikiran intelektual kearah pengembangan ilmu 

pengetahuan sosial khususnya dalam bidang kajian 

pemerintah serta sebagai bahan referensi untuk siapapun 
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yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang 

yang sama. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumbangan saran serta 

masukan untuk pemerintah khususnya bagi masyarakat di 

Desa Waetuo Kecematan Malangke Barat Kabupaten Luwu 

Utara dalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh (1) Ade Ilham Rangkuti, Program 

Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas (2016), 

meneliti tentang “Pelayanan Publik Dalam Menerbitkan Surat 

Keterangan Tidak Mampu Di Kelurahan Kalumbuk Kecematan 

Karunji Kota Padang” yaitu menjelaskan tentang Salah satu 

pembahasan terkait pelayanan publik  ialah penerbitan Surat 

Keterangan Tidak Mampu yang dikeIuarkan oIeh Lurah dan 

kemudian yang diketahui oIeh Camat kepada warga miskin atau 

kurang mampu yang mengajukan surat permohonan tersebut, 

dengan tujuan agar masyarakat yang kurang mampu didaerah yang 

diteIiti suatu keIurahan mendapat bantuan dari pemerintah secara 

rata, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Surat Keterangan 

Tidak Mampu ini bukanIah merupakan suatu bentuk produk hukum, 

namun hanya bersifat pengantar dari Iurah yang seIanjutnya 

diketahui oIeh camat yang digunakan untuk membantu masyarakat 
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daIam memenuhi kebutuhan administrasinya, seperti mendapatkan 

beasiswa bidik misi, pelayanan di rumah sakit dan kebutuhan–

kebutuhan lainnya untuk mempermudah masyarakat kurang mampu 

tersebut. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 

22 April 2015, masyarakat yang kurang mampu ini salah satunya 

dikategorikan menjadi masyarakat yang terdaftar dan masuk 

kedalam keluarga penerima Beras Miskin atau Raskin. Pada tahun 

2015 ini masyarakat yang masuk kedalam penerima Beras Miskin 

atau Raskin adalah sebanyak 4.794 kepala keluarga dan semuanya 

memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh 

Lurahnya masing-masing. Selanjutnya peneliti menemukan bahwa 

dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut tidak 

seluruh masyarakat yang digolongkan sebagai kategori tidak mampu 

menerima Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut malahan, 

adanya masyarakat yang di kategorikan mampu juga bisa 

mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut. Penelitian 

tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis 

(sociological research) penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan 

menelaah bagaimana suatu produk hukum diterapkan di dalam 

masyarakat15. Sedangkan penulis (2) Astari (2021), meneliti tentang 

“Kewenangan Kepala Desa Waetuo Dalam Memberikan Surat 

                                                           
15 Ade IR, (2016) Pelayanan Publik Dalam Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu 
Di Kelurahan Kalumbuk Kecematan Karunji Kota Padang. Program Studi S1 Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum, Universitas Andalas. 
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Keterangan Tidak Mampu Di Kabupaten Luwu Utara.” penelitian ini 

memiliki perbedaan dimana penulis lebih mengandalakan Undang-

Undang yang berkaitan dengan Kewenangan kepala desa. Karena 

Penelitian yang penulis lakukan ini besifat yuridis empiris, iaIah 

PeneIitian yang didasarkan tidak hanya pada peneIitian kepustakaan 

(library research), akan tetapi juga peneIitian empiris. Untuk 

menunjang dan meIengkapi data yang diperoIeh dari peneIitian 

kepustakaan, maka hendak diIakukan peneIitian Iapangan (field 

research). Sehingga penelitian yang peneliti dan penulis lakukan 

berbeda, dengan demikian hingga topik penelitian yang peneliti 

lakukan ini betul-betul asli. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pelayanan Publik 

1. Dasar Hukum Pelayanan Publik 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan ataupun 

koporasi yang efesien bisa menguatkan demokrasi serta hak asasi 

manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi 

kemiskinan, tingkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam 

pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada 

pemerintahan serta administrasi publik16. Menurut amanat undang-

undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara 

berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan 

publik ialah membangun keyakinan masyarakat atas pelayanan 

publik yang dilakukan penyelenggara.  

 Pelayanan publik adalah aktivitas yang harus dilakukan 

bersamaan dengan harapan serta tuntutan seluruh masyarakat 

negara serta penduduk tentang kenaikan pelayanan publik, sebagai 

upaya agar mempertegas hak serta kewajiban setiap warga negara 

dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan 

korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan 

                                                           
16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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norma hukum yang diberikan pengaturan secara jelas, sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas serta menjamin penyediaan 

pelayanan publik cocok dengan asas-asas umum pemerintahan 

serta korporasi yang baik untuk diberikan perlindungan untuk 

seluruh masyarakat dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang 

di dalam penyelenggaraan pelayanan pubiik17. “undang-undang 

pelayanan publik secara resmi bernama undang-undang no 25 

tahun 2009 tentang pelayanan publik, merupakan undang-undang 

yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang 

serta efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri”. 

2. Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik pada dasarnya tidak dapat terlepas dari 

masyarakat, masyarakat yang terdiri dari sekolompok orang 

ataupun manusia senangtiasa memerlukan pelayanan, walaupun 

pelayanan publik tidak dapat terlepas pada administrasi yang diatur 

oleh negara. Sebab pelayanan publik merupakan seluruh kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

ataupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan18. 

Bagi b.linois, dalam buku etika pubiik definisi pelayanan publik 

merupakan “seluruh kegiatan yang pemenuhannya wajib dijamin, 

                                                           
17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 1) 
18 Nina Rahmayanty, Manajemen Pelayanan....., Hal.85 

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
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diatur, serta juga diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk 

perwujudan dan perkembangan kesaling-tergantungan sosial, serta 

pada hakikatnya, perwujudannya sulit terlaksana tanpa campur 

tangan kekuatan pemerintah19. 

Oleh sebab itu pelayanan publik bisa diartikan sebagai, 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang ataupun 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 

cocok dengan aturan pokok serta tata cara yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya menurut kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, 

publik merupakan segala pelayanan yang sudah diresmikan oleh 

penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan ataupun penerapan ketentuam 

peraturan perundang-undangan20. 

Dalam pelayan publik kepada masyarakat, memiliki prinsip-

prinsip pelayanan publik antara lain, sebagai berikut: 

a. “Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak rumit, 

mudah dimengerti serta mudah dilaksanakan”. 

b. Kejelasan 

1) “Persyaratan teknis serta administrasi pelayanan baik. 

2) Unit kerja/pejabat yang berwenang serta bertanggung 

jawab dalam membagikan pelayanan dan penyelesaian 

                                                           
19 Haryatmoko, Etika Publik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal.13 
20 Lajian Poltak Sinambela, et. al., Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2010), Hal.5 
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keluhan/persoalan/sengketa dalam penerapan pelayanan 

publik. 

3) Rincian biaya pelayanan publik serta metode pembayaran. 

c. Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik bisa 

dituntaskan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. 

d. Keamanan Proses serta produk pelayanan publik 

memberikan rasa nyaman dan kepastian hukum. 

e. Tanggung Jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik 

ataupun pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab serta 

penyelenggaraan pelayan dan penyelesaian 

persoalan/perkara dalam pelaksanaan pelayan publik. 

f. Kelengkapan Sarana serta PrasaranaTersedianya sarana 

dan perlengkapan kerja, peralatan kerja dan pendukung yang 

lain yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika (telematika). 

g. Kemudahan Akses Tempat serta posisi dan fasilitas 

pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat 

serta bisa menggunakan teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

h. Ketertiban, Kesopanan, dan Keramahan Pemberi pelayanan 

wajib bersikap disiplin, sopan serta santun, ramah, dan 

memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
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i. Kenyamanan area pelayanan wajib tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang aman, bersih, rapi, lingkungan yang indah 

dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti 

parkir, Wc , tempat ibadah serta lainnya”21. 

3. Jenis Pelayanan Publik 

Timbulnya pelayanan universal ataupun publik disebabkan 

adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam 

wujudnya sehingga pelayanan publik yang dilakukan ada beberapa 

macam. Menurut Hardiyansyah, jenis pelayanan universal ataupun 

publik yang diberikan pemerintah dibagi dalam 3 kelompok, ialah : 

a. Pelayanan administratif merupakan pelayanan berupa 

penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh 

publik, misaInya, Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku 

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

Paspor, dan sebagainya. 

b. Pelayanan barang merupakan pelayanan yang menciptakan 

berbagai jenis/bentuk barang yang jadi kebutuhan publik, 

misalnya, jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, 

penyediaan air bersih.  

                                                           
21 Nina Rahmayanty, Manajemen Pelayanan....., Hal.88. 
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c. Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menciptakan 

berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik misalnya, 

pendidikan tinggi serta menengah, pemeliharaan kesehatan, 

penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, 

persampahan, penggulangan musibah, pelayanan social22. 

4. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik merupakan seluruh bentuk aktivitas 

yang dilakukan oleh perusahaan guna penuhi harapan 

konsumen. Layanan dalam perihal ini di artikan sebagai jasa 

ataupun servis yang diinformasikan oleh pemilik jasa dalam 

bentuk kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan ataupun 

keramah tamahan yang ditujukan melalui perilaku dan watak 

dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. 

Kualitas pelayanan (servicequality) dapat dikenal dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan nyata 

yang mereka peroleh/terima dengan pelayanan yang 

sesungguhnya masyarakat inginkan/harapkan terhadap atribut-

atribut pelayanan perusahaan. Kualitas pelayanan sebagai 

ukuran seberapa bagus ditingkatkan layanan yang sanggup 

diberikan sesuai dengan harapan penyelenggara23. 

 

                                                           
22 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), Hal.23. 
23 Fandy, Tjiptono. Service Management Mewujudkan Layanan Prima,(Yogyakarta: C.V 
Andi Offset, 2012), Hal.74. 
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5. Dimensi Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik yang diberikan perusahaan 

pastinya tidaklah hanya bertujuan untuk memberi kepuasan semata. 

Dalam Hal ini mencakup pada Ukuran pelayanan serta jasa yang 

akan diminati antara lain: 

a) daya Tanggap (Responsiveness) merupakan suatu 

kesigapan/respon karyawan dalam membantu 

pelanggan/konsumen serta memberikan pelayanan yang tepat 

dan tanggap. 

b) keandalan (Reliability) merupakan suatu kemampuan untuk 

memberikan pelayanan/jasa yang dijanjikan, dengan akurat 

serta terpercaya. Dengan ini dimaksud pelayanan yang 

diberikan harus tepat serta bertanggung jawab, dan karyawan 

wajib bersikap sopan dan ramah. 

c) jaminan (Assurance) merupakan kemampuan karyawan 

secara pengetahuan terhadap pelayanan dengan tepat, 

berkualitas, ramah perkataan serta kesopanan dalam 

memberikan pelayanan, keterampilan ini memberikan 

informasi dengan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan konsumen terhadap instansi/perusahaan yang 

terikat dalam memberikan pelayanan. 
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d) perhatian (Emphaty) merupakan kemampuan dalam memberi 

perhatian yang bersifat universal dan individu kepada 

masyarakat lain. 

e) keahlian Fisik (Tangibles) merupakan suatu bentuk 

penampilan fisik, perlengkapan personal, alat komunikasi, 

serta hal lainnya yang bersifat fisik (tangible). Salah satu 

catatan penting untuk pelaku pemberi layanan, karna dalam 

memberikan pelayanan harus memperhatikan sisi penampilan 

raga para karyawan dalam meberikan pelayanan yang santun 

serta beretika24. 

  

                                                           
24 Fathul Aminuddin Aziz, Manajemen dalam Persektif Islam, (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 
2012), Hal.151-155 
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B. Teori Kewenangan 

1. Pengertian Kewenangan 

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, serta ilmu hukum 

sering ditemukan dengan sebutan kekuasaan, kewenangan, dan juga 

wewenang. Dalam perihal ini, kekuasaan kerap disamakan begitu 

saja dengan kewenangan, serta kekuasaan juga kerap dipertukarkan 

dengan sebutan kewenangan, demikian pula dengan sebaliknya. 

Terkadang  kewenangan sering disamakan pula dengan wewenang. 

Maka dari itu Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dimana 

diartikan bahwa “ada suatu pihak yang memerintah serta pihak lain 

yang diperintah” (the rule and the ruled)25.  

Bersumber pada pengertian tersebut, maka dapat juga terjadi 

kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kewenangan sering 

disejajarkan dengan penyebutan wewenang, dimana wewenang 

digunakan untuk membentuk kata benda serta sering juga 

disejajarkan dengan penyebutan “bevoegheid” dalam istilah hukum 

Belanda26. 

Bagi Phillipus M. Hadjon, jika harus dicermati ada sedikit 

perbedaan antara penyebutan kewenangan dengan penyebutan 

“bevoegheid”. Perbedaan ini disebutkan terletak pada karakter 

hukumnya. penyebutan “bevoegheid” digunakan dalam konsep 

                                                           
25 Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1998),  hal.35-36 
26 Ibid., 
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hukum publik maupun dalam hukum privat. Namun dalam konsep 

hukum negara indonesia istilah kewenangan ataupun wewenang 

seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik27. Wewenang 

merupakan perilaku hukum publik, ruang lingkup wewenang 

pemerintahan, tidak hanya terkait pada wewenang membuat 

keputusan pemerintah (bestuur), akan tetapi meyangkut dengan 

wewenang dalam arti rangka pelaksanaan tugas, serta memberikan 

wewenang dan distribusi wewenang utamanya pada saat ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. Namun pengertian 

wewenang Secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan dari 

peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat 

hukum28. 

Sedangkan Menurut H.D. Stoud, wewenang dapat dipaparkan 

sebagai keseluruhan aturan yang sama dengan perolehan serta 

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik 

dalam hukum publik itu sendiri. Adapun pengertian Kewenangan 

yang mempunyai organ (institusi) pemerintahan dalam meIakukan 

perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan dan mengeluarkan 

keputusan selalu dilandasi dengan kewenangan yang diperoleh 

dengan konstitusi secara atribusi, delegasi, ataupun mandat. 

                                                           

27Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro 
Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998 
28 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, 
Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1994), hal.65 
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Dalam atribusi menunjukan kewenangan yang rill dengan 

dasar konstitusi (UUD). Kewenangan dalam arti delegasi, harus 

ditegaskan dalam pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah 

dengan yang lain. Namun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun 

dalam arti pemberian  wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat 

bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, 

pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak 

atas nama mandator (pemberi mandat)29. 

2. Sumber Kewenangan 

Pengertian Sumber kewenangan oleh pemerintah dalam 

melakukan perbuatan hukum dengan hubungan dalam hukum publik 

maupun dengan hubungannya dalam hukum privat. 

Sedangkan bagi Indroharto, ada tiga macam kewenangan yang 

bersumber pada peraturan perundang-undangan, ialah meliputi: 

a. Atribusi merupakan pemberian kewenangan dari pembuat 

undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik 

yang sudah ada ataupun yang baru ada. Dalam atribusi wewenang 

komponen Legislator dibedakan antara: 

 Penyebutan Legislator di tingkat pusat ialah MPR sebagai 

pembentuk konstitusi (konstituante) serta DPR bersama-sama 

dengan pemerintah sebagai yang menciptakan undang-

                                                           
29 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan 
Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004), hal.4 
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undang, serta yang ada di daerah ialah DPRD dan pemerintah 

daerah yang menciptakan peraturan daerah; 

 Adapun dengan delegated legislator misalnya presiden yang 

bersumber pada suatu ketentuan undang-undang 

mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan 

wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan ataupun 

pejabat TUN tersebut. 

b. Delegasi merupakan penyerahan wewenang yang dimiliki oleh 

organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi 

memiliki suatu penyerahan, misalnya apapun yang misalkan 

kewenangan si A untuk selanjutnya dijadikan kewenangan si B 

Sehingga Kewenangan yang sudah diberikan oleh pemberi 

delegasi jadi tanggung jawab penerima wewenang.  

c. Mandat merupakan tidak terbentuknya suatu pemberian 

wewenang baru ataupun pelimpahan wewenang oleh Badan serta 

Pejabat TUN antara satu dengan yang lain. Sehingga tanggung 

jawab kewenangan atas dasar mandat masih senangtiasa berada 

pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat30. 

  

                                                           
30 Ridwan HR.(2017) Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali 

Pres.hal.104. 
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Menurut Philipus M. Hadjon metode mendapatkan wewenang ada dua 

cara, yaitu: 

1. Atribusi adalah wewenang dapat membuat keputusan (besluit) yang 

langsung bersumber kepada undang-undang dalam makna materil. 

Namun atribusi dapat dikatakan sebagai suatu cara normal dengan 

memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas 

bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ 

pemerintah merupakan kewenangan asli, karena kewenangan itu 

diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya 

uud 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti munculnya kewenangan 

baru yang tadinya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ 

pemerintah yang bersangkutan. Delegasi dimaksud dengan 

penyerahan wewenang dapat membuat besiuit dengan pejabat 

pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain tersebut. 

Dengan kata lain penyerahan ini berarti adanya perpindahan 

tanggung jawab serta yang memberi delegasi (delegans) kepada 

yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus 

memenuhi syarat tertentu, diantaranya: 

a) delegasi harus definitif, maksudnya delegasi tidak dapat lagi 

menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan tersebut; 

b) delegasi harus bersumber pada peraturan perundang-

undangan, maksudnya delegasi hanya dimungkinkan jika ada 
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ketentuan oleh karena itu dalam peraturan perundang-

undangan; 

c) delegasi tidak kepada bawahan, maksudnya dalam hubungan 

hierarki kepegawaian bukan untuk dikenalkan adanya delegasi. 

d) Kewajiban memberi penjelasan sebagaimana dimaksud bahwa 

delegasi berwenang untuk memohon penjelasan tentang 

pelaksanaan wewenang tersebut. 

e) Peraturan kebijakan dimaksud dengan delegasi membagikan 

instruksi (petunjuk) tentang menggunakan wewenang tertentu. 

2. Mandat adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan, 

Pelimpahan itu bermaksud memberikan wewenang kepada bawahan 

untuknya membuat keputusan atas nama PTUN yang memberi 

mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan 

tanggungjawab terletak pada tangan pemberi mandat, perihal ini 

dapat dilihat dengan kata atas nama. Dengan demikian, seluruh 

akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya keputusan yang 

dikeluarkan oleh mandataris merupakan tanggung jawab si pemberi 

mandat. 
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Komponen dasar hukum merupakan wewenang harus dapat ditunjuk 

dasar hukumnya,sedangkan komponen konformitas hukum mengandung 

makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis 

wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)31.  

                                                           
31 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro 
Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, him. 90-94 
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C. Kewenangan Kepala Desa 

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25  Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik. 

Kewenangan kepala desa dalam pelayanan publik berhubungan 

dengan pelaksanaan tujuan pemberian otonomi Desa. Dalam uraian 

umum undang-undang ini dijelaskan jika prinsip otonomi yang seluas-

luasnya dengan makna Kepala Desa diberikan kewenangan 

mengurus serta mengendalikan urusan pemerintahan, sehingga 

mempunyai kewengangan untuk memberi pelayanan, meningkatkan 

kedudukan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan pada kenaikan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi 

dilakukan secara nyata serta bertanggungjawab, yang dimaksud 

nyata ialah suatu prinsip dibuat untuk menangani urusan 

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan pada tugas, wewenang, 

serta kewajiban. Sedangkan yang dimaksud otonomi yang 

bertanggungjawab adalah penyelenggaraannya wajib betul-betul 

sejalan dengan tujuan serta maksud dengan tujuan pemberian 

otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan serta 

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diartikan dengan tujuan 

utama dari tujuan nasional32.  

  

                                                           
32https://media.neliti.com/media/publications/1077-ID-peranan-kepala-desa-dalam-
pelayanan-publik-studi-di-desa-pontak-kabupaten-minaha.pdf 
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Kewenangan KepaIa Desa diperoleh dari rakyat dengan 

pemiIihan kepaIa desa, yang artinya KepaIa Desa terpiIih mendapat 

kepercayaan warga untuk memimpin serta meIaksanakan hak 

otonomi Desa yaitu hak mengatur dan mengurus rumah tangga 

sendiri diserahkan kepada kepaIa desa, sehingga tanggungjawab 

tujuan otonomi berada dipundak kepaIa desa sebagai pemimpin 

Desa selama enam (6) tahun periode masa jabatan. 

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 

Penanganan Fakir Miskin. 

Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan surat yang di 

terbitkan oleh pemerintah, sebagai Jaminan kesehatan nasionaI yang 

merupakan asuransi kesehatan sosiaI yang bersifat wajib 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan SosiaI NasionaI dalam haI ini melaIui kelurahan atau Desa 

bagi keIuarga miskin. 

Adapun Fungsi Surat Keterangan Tidak Mampu ialah bertujuan 

untuk membantu keluarga miskin dalam mendapatakan keringanan 

biaya pendidikan dari pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Mentri SosiaI RepubIik Indonesia 

No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir 

Miskin dan Orang Tidak Mampu. ada 14 (empat belas) Kriteria 

Kemiskinan sebagai berikut:“ 
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1. “Diantaranya Luas lantai bagunan tempat tinggalnya kurang 

dari 8 meter persegi perorang; 

2. Lantai bagunan tempat tinggalnya terbuat dari 

tanah/bambu/kayu murah; 

3. Dinding bagunan tempat tinggalnya terbuat dari 

bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa 

diplaster; 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama 

dengan keluarga lain menggunakan satu jamban; 

5. Air minum berasal dari sumur/ mata air yang tidak 

terlindung/sungai/air hujan. 

6. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan 

listrik. 

7. Bahan bakar untuk masakan sehati-hari adalah 

kayu/arang/minyak tanah. 

8. Hanya mengomsunsi daging/susu/ayam satu kali dalam 

seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari; 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di 

puskesmas/poliklinik. 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani 

dengan luas lahan 0,5 hektare, buruh tani, nelayan, buruh 
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bagunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya 

dengan pendapatan dibawah Rp600.000 oer bulan; 

13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak 

sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; 

14. Tidak memiliki tabungan /barang yang mudah dijual dengan 

nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor 

(kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor atau 

barang modal lainnya”33. 

Adapun Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 

Penanganan Fakir Miskin pasal 8 ayat (1) bahwa “Menteri menetapkan 

kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir 

miskin. Fakir miskin yang terdiri dari pemberdayaan perorangan, keluarga, 

atau/dan kelompok masyarakat yang tergolong miskin atau/dan fakir miskin, 

komunitas adat terpencil, pembinaan kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan, restorasi sosial, serta pengelolaan sumber dana bantuan 

sosial, serta pemberdayaan masyarakat baik perorangan atau/dan 

kelompok sebagai potensi serta sumber kesejahteraan sosial, dan 

penataan lingkungan sosia”34. 

  

                                                           
33 Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia No.146/HUK/2013 tentang Penetapan 

Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 
34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Tentang Penanganan Fakir Miskin. (Pasal 8 

Ayat1)  
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Pada Pasal 31 yang berbunyi: 

1) “Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, 
pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas: 

 memfasilitasi, mengoordinasikan, dan 
menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan 
program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, 
dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan 
kebijakan nasional; 

 melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan 
dalam penanganan fakir miskin pada tingkat 
kabupaten/kota; 

 melaksanakan pengawasan dan pengendalian 
terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam 
penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota; 

 mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada 
tingkat kabupaten/kota; 

 menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan 
fakir miskin; 

 mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 
menyelenggarakan penanganan fakir miskin. 

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota 
berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program 
tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana 
penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman 
pada kebijakan, strategi, dan program nasional. 

3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”35. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Ibid,.. Pasal 31 
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3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. 

Dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah tidak 

dipaparkan secara Iuas mengenai definisi dari KepaIa Desa, 

karena Kepala Desa juga dimaksud sebagai pimpinan 

penyeIenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa juga bertugas 

menyeIenggarakan Pemerintahan Desa, meIakukan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta 

pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa itu sendiri 

berperan untuk menyeIenggarakan kebijakan pemerintah atasnya 

serta kebijakan Desa. Akan tetapi Peraturan Menteri DaIam Negeri 

(Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala 

Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 

memiliki wewenang, Tugas serta kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga Desanya serta melakukan tugas 

dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.36 

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Berikut ini 

ketentuan tentang kepala desa yang meliputi, tugas, wewenang, 

hak dan kewajiban, serta larangan kepala desa. 

Adapun Tugas kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 26 yang berbunyi: 

                                                           
36 Permendagri Nomor 112. (2014). Pasal 1 Angka 7: Tentang Pemilihan Kepala Desa. 



32 

1. “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Desa berwenang: 
b. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
c. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa 
d. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset 

Desa 
e. menetapkan Peraturan Desa 
f. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
g. membina kehidupan masyarakat Desa 
h. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa 
i. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian 
skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa 

j. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 

kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa 

l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat 
Desa 

m.  memanfaatkan teknologi tepat guna; 
n. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara 

partisipatif 
o. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

3. “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Desa berhak: 

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja 
Pemerintah Desa 

b.  mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan 
Desa 

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, 
dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat 
jaminan kesehatan 

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan 

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan 
kewajiban lainnya kepada perangkat Desa”. 
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4. “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika 

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

Desa 
d.  menaati dan menegakkan peraturan perundang-

undangan 
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan 

gender 
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang 

akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, 
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; 

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh 
pemangku kepentingan di Desa 

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa 
yang baik 

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa 
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Desa 
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa 
l.  mengembangkan perekonomian masyarakat Desa 
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya 

masyarakat Desa 
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga 

kemasyarakatan di Desa 
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan 

melestarikan lingkungan hidup 
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa”37. 
 

Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa 
wajib: 

a. “menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; 

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 

                                                           
37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Pasal 26 
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c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada Badan 
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan 

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi 
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada 
masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran”38. 

Pasal 28 
a. “Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 
27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan 
dan/atau teguran tertulis. 

b. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan 
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian”39. 

  

                                                           
38 Ibid,.. Pasal 27 
39 Ibid,.. Pasal 28 


